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Dewasaini, timbul berbagai masalah yang dihadapi Lembaga Managemen Kolektif di Indonesia. Untuk
menanggulangi masalah ini, kemudian dibentuk Lembaga Managjemen Kolektif Nasional LMKN
berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 sebagai lembaga yang mengelolaroyalti hak cipta bidang
lagu dan/atau musik. Terdapat duajenis LMKN yakni LMKN Pencipta, yang merepresentasikan
kepentingan Pencipta, dan LMKN Hak Terkait, yang merepresentasikan kepentingan Pemilik Hak Terkait.
LMKN dibentuk sebagai subordinas dari LMK-LMK di Indonesia. Tidak ada lembaga di negara-negara
lain yang menyerupai LMKN.

Pengaturan mengenai LMKN diatur lebih lanjut dalam Permenkumham No. 29 Tahun 2014. Menurut
Permenkumham No. 29 Tahun 2014, LMKN dibentuk dengan bentuk hukum komisi yang beranggotakan
masing-masing 5 komisioner. Permenkumham ini juga mengatur mengenai tugas dan kewenangan dari
LMKN. Terdapat pengaturan mengenai LMKN dalam Permenkumham dan UU No. 28 Tahun 2014 yang
bertentangan antar satu dengan yang lainnya. Bentuk hukum dan kewenangan LMKN sebagaimana diatur
dalam Permenkumham bertentangan dengan definisi awal dari pembentukan LMKN dalam UU No. 28
Tahun 2014.

...... Nowadays, there are alot of problems arise that are encountered by Collective Management Institutions
in Indonesia. The National Collective Management Institute LMKN was established under Law no. 28 of
2014 as the agency that manages the copyrighted royalties of song and or music fields. There are two types
of LMKN namely LMKN Creator, which represents the interests of the Creator, and LMKN Related Rights,
which represents the interests of the Owner of the Related Rights. LMKN was formed as a subordination of
collective management organizations located in Indonesia. There are no institutions in other countries that
resemble LMKN.

The regulation on LMKN is further stipulated in Permenkumham No. 29 Y ear 2014. According
Permenkumham No. 29 Y ear 2014, LMKN was formed with alegal form of commission consisting of 5
commissioners each. This Permenkumham also regul ates the duties and authorities of LMKN. There are
arrangements regarding LMKN in Permenkumham and Law no. 28 of 2014 that are in conflict with each
other. The legal form and authority of LMKN as regulated in Permenkumham is contrary to the original
definition of the formation of LMKN in Law no. 28 of 2014.
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